


Otonomi Khusus  
di Thailand Selatan: 

Meredam Separatisme, 
Membangun Perdamaian



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

  

 

 



Honest Dody Molasy

Otonomi Khusus  
di Thailand Selatan: 

Meredam Separatisme, 
Membangun Perdamaian



Otonomi Khusus  
di Thailand Selatan:  

Meredam Separa琀椀sme,  
Membangun Perdamaian

Penulis

Honest Dody Molasy

 

Editor

Elisabet Elfadani

 

Cover

Tim Penerbit Indonesia Emas Group

Tata Letak

Sho昀椀an Rahmat

PENERBIT 

INDONESIA EMAS GROUP 

Jalan Pasir Putih, No 16 Kota Bandung 

Kontak 082-188-188-540 

E-mail: indonesiaemasgroup5758@gmail.com 

Cetakan Pertama, September 2024  
i-xiv+180 hlm., 15,5 cm x 23 cm 

Hak Cipta dilindungi Undang-undang 

All Rights Reserved 

ISBN

978-623-8762-02-6

 



v

Pengantar Penulis

K
on昀氀ik di Thailand Selatan sampai hari ini masih menjadi 
topik penting yang dibahas  oleh para sejarawan, praktisi 
kebijakan, dan masyarakat umum. Wilayah Thailand 

Selatan ini terdiri dari empat provinsi di ujung selatan Kerajaan 
Thailand yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla. Selama 
bertahun-tahun, wilayah selatan Thailand telah menjadi arena 
pertempuran antara pemerintah pusat Thailand dan sejumlah 
kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan dimana 
kelompok separatis ini meminta pengakuan yang lebih besar 
terhadap identitas agama dan etnis mereka. Selama beberapa 
dekade, kon昀氀ik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan 
merusak hubungan antara pemerintah dan komunitas Muslim 
Melayu yang mendominasi wilayah tersebut.

Keprihatinan mendalam terhadap kondisi yang rumit di 
Thailand Selatan serta upaya untuk menemukan solusi yang 
lebih bermanfaat dan berkelanjutan adalah alasan di balik 
penulisan buku ini. Sebagai penulis, kami terdorong untuk 
membahas masalah ini agar kita bisa memahami sumber 
kon昀氀ik serta mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi 
ketegangan. Pemberian otonomi khusus kepada Thailand 
Selatan sering disebut sebagai salah satu solusi. Otonomi 
khusus telah diterapkan di banyak negara dan terbukti  telah 
berhasil menyelesaikan kon昀氀ik separatis di seluruh dunia.
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Namun, sebelum berbicara lebih jauh tentang otonomi 
khusus, sangat penting untuk memahami konteks sosial dan 
sejarah yang memicu kon昀氀ik di Thailand Selatan. Sebelum 
dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada akhir abad ke-18, wilayah 
ini pernah menjadi bagian dari Kesultanan Pattani yang merdeka. 
Sejak saat itu, komunitas Muslim Melayu di Thailand Selatan 
telah mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai 
cara. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang otoriter 
dan upaya asimilasi budaya yang seringkali bertentangan 
dengan identitas lokal. Salah satu faktor pendorong utama 
pergerakan separatis di wilayah tersebut adalah ketidakpuasan 
terhadap kebijakan-kebijakan ini.

Sebagai penulis, kami berusaha untuk mempelajari lebih 
dalam tentang bagaimana otonomi khusus dapat membantu 
menyelesaikan masalah yang kompleks ini. Pengalaman 
di negara lain, seperti Provinsi Aceh di Indonesia dan 
Bangsamoro di Filipina selatan, menunjukkan bahwa otonomi 
khusus dapat membantu mengatasi perbedaan agama dan 
etnis tanpa mengorbankan integrasi nasional. Otonomi khusus 
memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan 
identitas mereka sambil tetap berada dalam kerangka negara 
yang bersatu dengan memberikan kewenangan yang lebih besar 
kepada mereka untuk mengatur urusan dalam negeri mereka 
sendiri.

Otonomi khusus bukan solusi yang mudah untuk diterapkan. 
Banyak permasalahan yang harus dihadapi dari segi politik, 
hukum, dan sosial, seperti yang akan dijelaskan dalam buku 
ini. Di Thailand, otonomi khusus ditentang bukan hanya oleh 
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nasionalis yang khawatir bahwa hal itu akan menghancurkan 
negara, tetapi juga oleh masyarakat lokal yang mungkin tidak 
setuju dengan tujuan pemerintah pusat. Dalam situasi seperti 
ini, sangat penting untuk memastikan bahwa otonomi khusus 
diatur dan dilaksanakan dengan cara yang terbuka, melibatkan 
semua pemangku kepentingan, dan didukung oleh kerangka 
hukum yang kuat.

Selain itu, buku ini menekankan betapa pentingnya 
dukungan internasional dalam proses ini. Pengalaman 
negara lain menunjukkan bahwa partisipasi dalam komunitas 
internasional dapat membantu memediasi kon昀氀ik, memberikan 
bantuan teknis dan 昀椀nansial, dan memastikan bahwa otonomi 
khusus diterapkan dengan cara yang adil dan jujur. Misalnya, 
keberhasilan penerapan otonomi khusus di Aceh sangat 
dipengaruhi oleh Crisis Management Initiative (CMI) dan 
dukungan Uni Eropa. Setiap situasi mempengaruhi stabilitas, 
keamanan, dan perdamaian di wilayah tersebut dengan cara 
yang berbeda, dan penting bagi pembaca untuk memahami 
dampak dari setiap pilihan kebijakan. Demikian pula, penting 
bagi lembaga internasional untuk membantu proses rekonsiliasi 
dan membangun kapasitas kelembagaan.

Di dalam buku ini, kami ingin menunjukkan berbagai 
kemungkinan yang terjadi di Thailand Selatan di masa yang 
akan datang, terlepas dari keputusan akhir untuk memberikan 
otonomi khusus ataukah tidak. Skenario-skenario ini mencakup 
penerapan otonomi khusus sepenuhnya, pemberian otonomi 
yang lebih terbatas, atau penolakan terhadap otonomi khusus.
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Buku ini tidak hanya ditujukan untuk akademisi dan 
praktisi kebijakan; tetapi  juga ditujukan untuk siapa pun yang 
tertarik dengan isu kon昀氀ik dan perdamaian, khususnya di Asia 
Tenggara. Kami berharap buku ini, dengan melihat berbagai 
aspek terkait otonomi khusus di Thailand Selatan, dapat 
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan 
dan peluang yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan kon昀氀ik 
yang kompleks ini . Selain itu, kami berharap buku ini dapat 
menjadi bahan re昀氀eksi bagi para pembuat kebijakan di Thailand 
dan di seluruh dunia tentang betapa pentingnya pendekatan 
yang inklusif dan berbasis keadilan dalam menangani masalah. 
Seperti banyak kon昀氀ik di seluruh dunia, kon昀氀ik di Thailand 
Selatan tidak dapat diselesaikan dengan militer atau represif. 
Kebijakan yang mengakui dan menghormati perbedaan dan 
memungkinkan masyarakat berbicara dan berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan sangat diperlukan.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak dapat mencakup 
semua aspek masalah yang rumit ini, dan bahwa banyak 
perspektif tambahan yang mungkin tidak tercakup sepenuhnya. 
Kami tetap berharap bahwa buku ini akan membantu kita 
memahami dan membahas otonomi khusus di Thailand Selatan. 
Selain itu, kami mendorong pembaca untuk terus mempelajari 
lebih lanjut, berdiskusi, dan berkontribusi pada upaya mencapai 
solusi yang berkelanjutan dan damai bagi masalah ini .

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua orang yang telah membantu kami dalam menerbitkan 
buku ini. Kami berterima kasih kepada para pembaca yang 



ix

telah membaca buku ini; semoga buku ini membuka mata 
anda dan membantu anda membuat dunia lebih adil dan damai. 
Buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan kolega 
dari akademisi, praktisi kebijakan, dan teman-teman yang terus 
memberikan dorongan.

Selamat membaca!

Honest Dody Molasy 

Jember, September 2024
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